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Abstrak
 

Tesis ini adalah tentang Perjanjian Penjaminan Emisi Efek yang merupakan salah satu elemen penting

dalam rangka dilakukannya penawaran umum perdana yang akan dilakukan oleh calon emiten.

Permasalahan hukum timbul ketika dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, seringkali calon emiten sudah

menggunakan singkatan Tbk pada akhir nama perusahaan, padahal berdasarkan ketentuan Undang-undang

Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, anggaran dasar suatu perseroan tertutup yang beralih

menjadi perseroan terbuka barulah berlaku efektif ketika sudah melakukan penawaran umum.

Tesis ini menggunakan tipologi penelitian deskriptif analitis yang menggunakan sumber data sekunder yang

telah ada serta menganalisis beberapa peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan Perjanjian

Penjaminan Emisi Efek, hukum perjanjian serta hukum perusahaan. Seluruh data yang diperoleh kemudian

dianalisis secara kualitatif, sehingga menghasilkan suatu penelitian yang berbentuk yuridis normatif.

Walaupun mencantumkan kata Tbk sebelum waktunya namun Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut

tidaklah menyebabkan perjanjian tersebut melanggar ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata dan karenanya

perjanjian tersebut tetaplah sah. Namun, diperlukan tindakan pengesahan dari pemegang saham agar pada

nantinya setelah diperoleh status perseroan terbuka, tindakan tersebut mengikat perseroan.

Akibat hukum bagi investor dan pihak ketiga yang merasa dirugikan karena pencantuman singkatan Tbk

pada korespondesinya dan karenanya mengira bahwa calon emiten adalah benar perseroan terbuka terbagi

menjadi 2 (dua) kemungkinan yaitu dengan melakukan gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana

diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata serta memohonkan pembatalan perjanjian karena telah dilanggarnya

syarat sepakat sebagai salah satu syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

......

This thesis is about the Underwriting Agreement which is one of the key elements in order to do an initial

public offering that will be performed by the issuer. Legal issues arise when the Underwriting Agreement,

issuers often use abbreviations Tbk already at the end of the name of the company, whereas under the

provisions of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, the Articles of Association of a

company's closed-turned open company then becomes effective when already public offering.

This thesis uses descriptive typology analytical research using secondary data sources that already exist and

analyze several laws relating to the Underwriting Agreement, contract law and corporate law. All data were

obtained and analyzed qualitatively, to produce a form of normative research. Although it includes the word

Tbk prematurely but the Underwriting Agreement does not cause the agreement violated the provisions of

Article 1320 Civil Code and therefore the agreement is still valid. However, action is needed approval from

shareholders in order to later having acquired the status of a publicly listed company, is binding on the

company's actions.
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Legal consequences for investors and third parties who feel aggrieved because of the inclusion of the

abbreviation Tbk korespondesinya and therefore thought that the issuer is a publicly listed company was

divided into 2 (two) possibility is to commit a tort suit as provided in Article 1365 of the Civil Code and

sought cancellation of the agreement for having violated the terms agreed as a condition of validity of the

agreement is set forth in Civil Code Section 1320.


